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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pemberlakuan PHK harus dilakukan melaui mekanisme yang telah diatur 

dalam undang-undang dan tidak boleh dilakukan secara sepihak, karena 

perusahaan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pekerja dan 

pembicaraan yang jelas sebelum melakukan PHK. Dalam kasus di PT. 

Majati Furniture menjadi salah satu kasus PHK yang dilakukan secara 

sepihak yang dimana melanggar ketentuan dalam UUK Nomor 13 Tahun 

2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 

2. Hak yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja PKWT yang di PHK 

berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 7/Pdt.Sus-

PHI/2023/PN.Smg tidak susai, yang di mana pada putusan tersebut tidak 

ada satupun hak-hak Penggugat yang diberikan oleh Tergugat dan hal 

terseut telah melanggar ketentuan Pasal 40 PP Nomor 35 Tahun 2021 

menyebutkan bahwa apabila terjadi PHK, perusahaan wajib membayar 

uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak 

yang seharusnya ditreima oleh pekerja. Maka pekerja wajib memperoleh 

perlindungan hukum dan perusahaan wajib memberikan hak-hak pekerja 

kontrak selama masa kontrak masih berlangsung sampai masa kontrak 

berakhir. 
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3. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menentukan dan 

menjatuhkan keputusan terhadap perkara perselisihan hubungan indutrial 

dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Smg sudah tepat serta 

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, mulai dari dikabulkan nya 

gugatan  Penggugat secara keseluruhan, karena Penggugat berhak 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 

Kemudian dari sisi pertimbangan terhadap gugatan Penggugat dalam 

pokok secara keseluruhan sudah tepat karena mengacu kepada aturan 

hukum, bukti serta fakta yang dihadirkan dipersidangan. 

 

B. Saran 

1. Sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dalam 

Perjanjian Waktu Tertentu, Perusahaan harus mengikuti mekanisme 

sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di 

Indonesia agar perusahaan tidak melakukan PHK secara sewenang-

wenang terhadap pekerjanya dan tidak akan ada pihak-pihak yang merasa 

dirugikan. Serta dapat mengupayakannya terlebih dahulu agar tidak 

terjadi PHK untuk mengurangi masalah perselisihan yang terjadi akibat 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebaiknya perusahaan dapat 

membina hubungan kerja yang harmonis, serasi, dan terbuka agar tercipta 

suasana kerja yang baik sehingga kesejahteraan dan perlindungan kepada 

para pekerja/buruh lebih dapat terpenuhi.  
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2. Setiap pekerja memiliki hak, baik itu hak pekerja yang masih bekerja 

pada perusahaan maupun pekerja yang telah di PHK oleh perusahaan 

yang diatur pada undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih 

intensif dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan 

agar tidak ada lagi pekerja yang mengeluh mengenai hak mereka baik 

disaat pekerja masih bekerja dan di PHK oleh perusahaan. 

 

3. Majelis Hakim yang mengadili perkara hubungan industrial dalam 

mengambil keputusan harus mempertimbangkan hukum, perjanjian yang 

ada, kebiasaan dan keadilan. Dalam memutuskan suatu perselisihan 

hubungan industrial, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu meneliti 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

di masyarakat agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan keadilan 

masyarakat. 
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